BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. Bahwa dalam berlangsungnya PKPU, PT Blambangan Foodpackers Indonesia yang
merupakan debitor diketahui melakukan pembayaran utang kepada salah satu Kreditor,
yaitu PT Ancol Metal Printing Indonesia. Dimana saat melakukan tindakan tersebut PT
Blambangan Foodpackers Indonesia beriktiad tidak baik dengan tidak memberikan
akses tentang laporan keuangan masuk maupun keluar serta tindakan tersebut tidak
diberitahukan terlebih dahulu kepada Pengurus. Sehingga Peran Pengurus Ketika PT
BFPI melakukan pembayaran utang kepada PT Ancol Metal Printing saat proses PKPU
berlangsung adalah menegur dan menanyakan tindakan PT BFPI tersebut yang
selanjutnya atas jawaban PT BFPI pengurus membuat laporan kepada Hakim
Pengawas.

2. Tanggung jawab dari seorang Pengurus PKPU setelah terjadinya Homologasi dalam
PKPU sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU, serta tidak diatur dalam Kode Etik Pengurus dalam Buku
Pedoman Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau disingkat IKAPI. Namun dengan
alasan iktikad baik Pengurus harus tetap menjaga komunikasi dan mengawasi kegiatan
pembayaran utang pasca homologasi dari Debitor PKPU. Sesuai dengan hasil
wawancara dengan salah satu Pengurus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
70/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Shy, yaitu Bapak Wijaya Suhendra. Dimana dalam
wawancara ia menjelaskan memang sebenarnya tidak ada pedoman atau patokan
tanggung jawab pengurus pasca terjadinya homologasi PKPU. Namun dijelaskan
bahwasannya itikad baik harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap Pengurus yang telah

disumpabh.

B. SARAN

Perlu adanya klasifikasi lebih rinci mengenai tindakan debitor yang dianggap demi
keberlangsungan usaha di dalam UUKPKPU. Kemudian tidak adanya penjelasan
terkait dengan berakhirnya PKPU, kemudian debitor kembali melakukan penundaan
pembayaran utang kepada kreditor, apakah Debitor dapat langsung dikenakan Actio

Pauliana atau tetap diajukan kepailitan terlebih dahulu.
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Perlu adanya klasifikasi apabila PKPU berakhir karena homologasi, maka berakhir juga
tugas dari pengurus. Namun apabila Debitor kembali melakukan penundaan
pembayaran utang kepada kreditor, apakah Pengurus wajib menjadi Kurator dalam

perkara Kepailitan.

C. KETERBATASAN TULISAN

Keterbatasan dari tulisan ini adalah cukup sulitnya akses tentang Penyelesaian perkara
PKPU yang umumnya perkara PKPU menutup permasalahan yang timbul saat Proses
PKPU berlangsung dan tidak ditunjukkan dalam Putusan Penetapan Pengadilan baik
Homologasi/Kepailitan.
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